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berapa hal terjadi perubahan yang cukup positif
karena lebih realistis, beberapa target APBN zo16

masih terkesan terlalu optimistis, khususnya tar-
get penerimaan perpajakan.

Proyek infrastrukur Pemerintahan Joko Wido-
do memang mengaldaikan ketersediaan pendapa-

tar negara yang besar Namun, realisasi penerima-
an pajak zor5 yang diprediksi meleset jauh dari tar-
get seharusnya meniadi bahan evaluasi agarAPBN
zo16 lebih realistis dan berdala lanjut. Kegagalan

meracik kebijakan dan strategi perpajakan yang
tepat beryotensi mendistorsi perekonornial dan
melemahkan daya tahan fiskal.

Belajar dari Pengalaman
Lima tahun terakhir ta-rget penerimaan pajak

tak pernah tercapai. Setelah zou penerimaan pa-
jak mencapai 99,5%, tahun selanjutnya berturut-
turut semakin menurun, yaitu zorz (96,50/o), zorS
(94,60/o\, dan zor4 (92,3%o). Realisasi zor5 agaknya
akan menjadi pencapaian terendah dalam sepuluh
tahun tenkhix

Kesalahan berrnula dad penetapan target paiak
dalam APBN-P zor5 yang naik 29,5% dari realisasi
2o4, atau sebesar Rp39 triliun. Kenaikan yang
fantastis ini jelas tidak mempertimbangkan tren
penurunan pencapaian target, penurunan elastis
itas pajak. ddn rerala penumbuhan penerimaan
yang berada di kisaran ro-r5%0. Belum lagi tren
perlambatan ekonomi yang sudah bisa dicermati
sejak zoru dan semakin rnelarnbat pada zor4.

Kekhawatiran sernakin terbukti ketika, hingga

4 November zor5, realisasi baru mencapai Rp74
tdliun atau 59,84%, jauh di bawah target yang
mencapai Rpr.z94 triliun. .Jika dibandingkan de-
ngan pencapaian zor4, hingga Oktober zor4 pe-
nerimaan sudah mencapai 72,3% dan realisasi
akhir 92,3%. Diperkirakan, realisasi zor5 akan
mencapai 78 8o% atau masih kurang sebesar

Rpz6o z9o triliun.

Melebamya short/cll (kekurangan) setidaknya
berdampak pada dua hal. Petama, defisit APBN
zor5 yang bertambah besar dari perkiraan peme-
rintah, yakni r,9%o menjadi 2,6% Jika proyeksi
belanja APBN sesuai rencana, pemerintah harus
menambah utang untuk pembiayaan APBN. Ke-
dua, target pene maan perpajakan zo16 otomatis
terpengaruh karena penetapan target didasarkan
pada perkiraan realisasi penerimaan 9z% atau
short/cll Rprzo triliun.

APBN zo16 mematoktargetperyajakan Rp1.546

triliun dengan rincian Pajak non-Migas Rpr3r8
triliun, PPh Migas Rp4r,r triliun (akan menjadi
beban Ditjen Pajak), serta Kepabeanan dan Cu-
kai sebesar Rpr86,5 triliun. Kenaikan target pajak
sebesar 5% dari target 2or5 dengan potensi shoft-

/oll Rpz6o triliun, akan membuat kenaikan target
zo16 menjadi 3r%. Hal ini tentu saja be siko besar
mengulang kesalahan zor5 dengan risiko menca-
paifscol sustaincbiliq, terganggu dan APBN ber-
potensi berdarah-darah. Alih-alih dapat memupuk
pundi-oundi untuk investasi inftastrukur dan
menjalinkan program pembangunan, Pemerintah
justru dapat terjerat jebakan utang.

Anatomi Permasalahan
Lantas, mengdpd kondisi seperti ini sampai

terjadi? Jawaban lugasnya adalah karena arsitekur
perpajakan yang belum tepat.

Sistem perpajakan Indonesia setidaknya meng-
hadapi tiga problem besar Pertama, visi kebijak-
an. Sejak tumbangnya Orde Baru, cuaca demo-
krasi yang mulai terang tidak diikuti dengan
pembalikan paradigmatis visi perpajakan. Meski
diandalkan sebagai sumber penerimaan negara,

pajak tidak dibangun dengan visi yang kuat terkait
dimensi keadilan, fungsi redistribusi, dan pening-
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Akibatnya, prakik pemungutan pajak berja-
lan serba instan, tarnbal sulam, misldn partisipa-
si, tidak mengurangi kemiskinan, serta tidak me-
ningkatkan pementaan dan kualitas hidup ma-
syarakat. Bahkan, kita gagap dalam memadukan
fungsi insentifdan sumber penerimaan dalam sa

tu racikan kebijakan yang koheren, atau kebijakan
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memungut pajak yang optimal sekaligus Iamai
terhadap investasi.

Kedua, problem kelembagaan. Pemungutan
pajak selama ini hanya dibebankan kepada Ditjen
Palak dan Diqen Bea dan Cukai. Meski dukungan
terhadap kedua institusi ini belakangan cukup
kuat, itu belum mencukupi. Pemungutan pajak
sekadar meniadi persoalan teknokrasi dan jatuh
pada teknikalitas.

Akibatnya, kegagalan pemenuhan target pene-
rimaan sefta merta diasalkan pada kegagalan ke-
dua institusi itu tanpa mengurai persoalan politik
kekuasaan. Dukungan institusi penegak hukum,
kementerian dan lembaga terkait, serta pemerin-
tah daerah masih jauh dari optimal. Ironisnya,
persoalan paiak belum mampu mernikat keterli-
batan mast?Ekat sipil lang luas.

Ketiga, problern teknis-adminishatif. Pencapai-
an target pajak dijadikan satu-satunla alat ukur
keberhasilan institusi, terlepas dari kompleksitas
sistem perpajakan yang menryara&an kepatuhan
pajak sebagai ukuran objekifl Hal ini diperparah
dengan metode peryusunan target yang bersifat
top douln tanpa memperhitungkan dimensr aslme-
tris dan kompleksitas 1'ang memengaruhi.

Menimbang Jalan Keluar
l"alu bagaimana cara kita keluar dari problem

akut ini? Ada empat solusi prakis lang dapat se-
gera diimplementasikan.

Pertama, Presiden segera menyuntikkan visi
baru dalam kebijakan perpajakan, memanfaatkan
momentum revisi Undang-Undang Perpajakar.
Dimensi keadilan, fungsi redistribusi, dan tujuan
pemerataan dipertegas. Keseimbangan hak dan
kewajiban antara fiskus dan wajib pajak menjadi
pilar baru relasi saling menguntungkarr. 

.

Kedua, transformasi kelembagaan sebagai mo-
mentum penataar kelembagaan 1,arg menyelu-
ru}l Pembentukan Badan Penerimaal Pemaiakan
merupakar keniscayaan agar terbangun institusi
pemungutan paiak tang kreditabel, profesional,
akuntabel, sekaligus menarik batas tegas dengan
masa lalu. Ini bim dibarengr dengan koordinasi
kelembagaan antarpenegak hukum, termasuk ke-
terlibatan aktif kementerial dan lernbaga serta pe-
merintah daerah dalam pemungutan pajak.

Ketiga, membalgun model penFsunan target
paiak yang lebih realistis dan lseditabel. Pemerin-
tah harus menyrsun fax gap map yang dapat me-
nyajikan kue potensi lebih akurat. Model ini pen-
ting untuk mendeteksi secara dini potensi pajak
sekoral dan regional, termazuk penyajial tcx ex-
penditure berupa fasilitas dan insentif pajak yang
zudah.diberikan dan porsi PDB lang tidak dapat
qrPaJaKr.

Keempat, sistem administrasi perpajakan yang
terintegrasi sehingga memungkinkan akses fiskus
yarg luas dan akuntabel terhadap transaksi ke-
uangan dan data perpajakan mencurigalan. Sis-
tem ini dapat dipadu dengan strategi pemungutan
pajak (withholding) untuk menjamin Pemerintah
mendapatkan pembayaran pajak di mut<a.

Akhirnya keberhasilan pemungutan pajak di-
sadari bukan sekadarpersoalan teknis-matematis,
Lebih dari itu, pemungutan pajak adalah perpa-
dual kepemimpinan visione! kompetensi mana-
jerial, kecakapan kornunikati{ dan keterampilan
teknis. Agar tidak terjebak dalam kubangan per-
soalan lang berulang, Pemerintah dan DPR perlu
segera duduk bersama menyuzun cetak biru kebi-
jakan perpajakan baru. Asumsi di balik harapan
ini adalah ikhtiar mewariskar sistem fiskal yalg
kokoh, mandiri, dan berdara lanjut..

"KeEagalan
meracik kebiiakan
dan strategiper-
paiakan yang tepat
beruotensi mendis-
toni perekonomian

dan melemahkan
daya tahan fiskal."
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